
salinan BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PSPP)
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan dan susunan Pedoman Sistem
Pembangunan Partisipatif (PSPP) terkait integrasi sistem pembarigunan
Daerah/Nasional secara reguler;

b. bahwa agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik,
efisien, efektif dan berkelanjutan, perlu disusun suatu Pedoman Umum

PSPP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem
Pembangunan Partisipatif (PSPP) Kabupaten Sanggau;

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

352 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tidak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4250 );
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4484);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
, artara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Peadang-undangam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234)
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